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15::1:;1((::::1 (pzn‘i\\'is:lrzi,(IL\:l::Lllll;l:!llrt’: Introduction: Objek wisata Paralayang Wayu telah berkembang pesat
I;l”m L :25/02/2005 menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sigi. Perkembangan ini
Revised, : tidak lepas dari kebijakan didalam mengelola objek wisata tersebut. Maka
it e dari itu tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses collaborative
governance dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu kabupaten
sigi. Teori yang di gunakan yaitu dari ansel and gash 2008 dimana
memiliki 5 aspek yaitu face to face dialog,trust building, Commitment to
process,share understanding, intermediate outcomes.
Methods: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi,wawancara
kepada dinas pariwisata kabupaten sigi, pemerintah desa wayu,
Masyarakat yang tinggal di desa wayu, pengelola objek wisata,
pengunjuk destinasi wisata,dan dokumen seperti profil dinas dan profil
desa dan data lainnya yang berhubungan dengan topik.
Results: Hasil penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antar pihak-
pihak belum berjalan secara optimal. Tantangan untuk komunikasi yang
terbatas, kurangnya kepercayaan,dan rendahnya komitmen. Namun
Upaya perbaikan telah dimulai, Seperti dialog tatap muka, Pembangunan
kepercayaan, dan peningkatan pemahaman Bersama.
Conclusion: Penelitian ini pada pemahaman pentingnya tata Kelola
inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Implikasinya
dapat mendorong pengembangan paralayang wayu sebagai destinasi
unggulan dan menjadi model bagi pengelolaan wisata lain di kabupaten

sigi.

Introduction / Pendahuluan

Pengelolaan industry parawisata Sebuah wilayah berperan penting dalam
upaya tingkatkan penghasilan asli daerah dengan memaksimalkan berbagai potensi
yang dimilikinya (Faradin & Fanida, 2021). pengelolaan paralayang Wayu dalam
konteks pengelolaan objek wisata paralayang Wayu di Kabupaten Sigi memakai
konsep collaborative governance menjadi sangat releven dan penting (Nurnaningsih et
al., 2023). Hal ini berkaitan langsung dengan tantangandan problem yang dihadapi
paralayang Wayu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Konsep collaborative
governance juga merujuk pada pengelolaan yang libatkan berbagai pihak, sehingga
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peran masing-masing stakeholder menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, pemerintah daerah
wajib menciptakan regulasi dan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi,
sementara warga lokal dan stakeholder wajib berkontribusi dalam pelaksanaan.
Pengelolaan berbasis kolaborasi juga mencakup pelibatan dalam perencanaan,
implementasi, monitoring, dan evaluasi (Kurniawan & Putra, 2021). Riset ini
menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kerjasama antara pemerintah setempat dan
komunitas dalam pengelolaan destinasi wisata paralayang wayu.

Ada beberapa problem yang terjadi didaerah obyek wisata paralayang Wayu
yaitu, Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur di objek wisata paralayang Wayu masih
belum optimal dan kurang terawat dengan baik dikarenakan dana yang salurkan dari
pemerintah daerah yang sangat minim, sehingga Membuat pengunjung merasa
kurang nyaman dalam menjalani aktivitas pariwisata. Adapun problem lain yang
timbul ialah kurangnya sistem promosi pariwisata. Pemerintah daerah diharapkan
bisa merespons kebutuhan warga yang mengunjungi objek wisata paralayang Wayu
dengan baik dalam rangka pengelolaan yang efektif. Dengan itu, penting bagi
pemerintah daerah untuk punya kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah
secara efisien, guna mendukung peningkatan taraf hidup warga dan wilayahnya.
Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Sigi punya tanggung jawab untuk terus tingkatkan
kinerjanya dalam kelola potensi wisata di paralayang Wayu, terutama dalam sektor
pariwisata, yang diharapkan bisa berkontribusi pada kesejahteraan warga, bangsa,
dan negara.

Tujuan dari riset ini ialah untuk mengeksplorasi pemahaman mengenai
bagaimana collaborative governance bisa diimplementasikan secara efektif antara
pemerintah daerah dan warga setempat dalam upaya mengatasi problem kompleks
yang dihadapi oleh paralayang Wayu.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.
Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam
mengenai implementasi collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata
Paralayang Wayu di Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi. Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang
memengaruhi pengelolaan objek wisata tersebut, dengan peneliti berperan langsung
sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data yang digunakan terdiri dari
data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan,
serta data sekunder yang diambil dari dokumen-dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima
informan yang relevan, yaitu pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pengunjung
objek wisata, untuk menggali informasi terkait pengelolaan dan tantangan yang
dihadapi. Observasi dilakukan langsung di lokasi untuk mengamati kondisi dan
interaksi yang terjadi di sekitar objek wisata. Selain itu, dokumentasi juga digunakan
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untuk mendukung data yang diperoleh, seperti laporan, arsip, dan peraturan yang
relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan pengumpulan,
kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memahami makna
yang terkandung dalam data dan menghubungkannya dengan teori-teori relevan.

Result / Hasil

Untuk melaksanakan collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata
paralayang wayu antara dinas pariwisata dengan pokdarwis Ada serangkaian
langkah yang mengarah pada pemerintahan kolaboratif. Mekanisme dan tahapan
tersebut mengacu pada konsep yang diuraikan oleh Ansel dan Gash (2007), yang
membagi mekanisme pemerintahan kolaboratif ke dalam lima tahap utama, yaitu:
1.Face to face dialogue ( Dialog Tatap Muka )

Face to face dialogue ialah salah satu mekanisme awal dari collaborative governance
yang dibangun lewat suatu kegiatan pertemuan dalam bentuk pertemuan langsung
antar pihak yang terlibat dalam diskusi Dialog tatap muka tidak hanya dilaksanakan
setelah pertemuan pertama tetapi berkelanjutan dan rutin dilaksanakan (Hidayat et
al., 2024). Dialog tatap muka dalam kolaborasi terkait pengelolaan objek wisata
paralayang wayu ini dilaksanakan oleh pemda ( Pemerintah Daerah ) sigi yaitu Dinas
pariwisata sigi dengan pokdarwis ( Tim sadar wisata ) Indah wayu.

Jenis dialog tatap muka yang dilaksanakan oleh Dinas pariwisata yaitu dengan
kunjungan yang ke objek wisata paralayang atau pihak pokdarwis yang berkunjung
ke dinas pariwisata untuk membahas suatu persoalan ysng berhubungan dengan
pengelolaan objek wisata paralayang dan pokdarwis indah wayu mengadakan
sosialisasi pada warga. Pertemuan yang di lakukan oleh Pemda dinas pariwisata sigi
dan pokdarwis telah rutin dilaksanakan dalam setiap bulannya pasti mengadakan
pertemuan meskipun tidak terjadwal dengan pasti.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti temukan fakta bahwa
kolaborasi dalam Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan lewat dialog langsung
oleh pemda sigi dan pokdarwis indah wayu dalam kolaborasi pengelolaan objek
wisata paralayang bisa dikatakan terjalin dengan baik, karena pertemuan rutin
dilaksanakan sekalipun tidak terjadwal namun di setiap bulannya selalu mengadakan
pertemuan. Selain itu juga pemda dinas pariwisata kabupaten sigi mengundang
perangkat desa dalam rapat dengar opini MUSRENBANG.

Dialog tatap muka yang rutin antara Dinas Pariwisata Sigi dan Pokdarwis
Indah Wayu merupakan contoh penerapan prinsip keterlibatan langsung dalam tata
kelola kolaboratif. Pertemuan ini berfungsi sebagai sarana untuk membangun
komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan rasa saling percaya, serta menyelaraskan
visi dan misi pengelolaan wisata. Dialog yang konsisten, meskipun tidak selalu
terjadwal secara formal, menunjukkan adanya komitmen dari kedua pihak untuk
menjaga dinamika komunikasi yang terbuka. Selain itu, keterlibatan perangkat desa
dalam forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mencerminkan
partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan
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demikian, mekanisme ini berpotensi memperkuat hubungan antarpemangku
kepentingan, memfasilitasi solusi bersama atas tantangan yang dihadapi, serta
mendorong pengelolaan wisata yang lebih berkelanjutan. Namun, agar kolaborasi ini
semakin optimal, perlu pengembangan jadwal pertemuan yang lebih terstruktur dan

pencatatan hasil diskusi untuk memantau tindak lanjut dari setiap keputusan yang
diambil.

2.Trust building ( Membangun Kepercayaan )

Membangun keyakinan bahwa semua pihak punya tujuan yang sejalan dalam
membuat keputusan yang menguntungkan bagi semua. Mekanisme pembangunan
kepercayaan dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang
terlibat (Nurdiansyah, 2024). Usaha yang membangun kepercayaan ialah salah satu
cara antar stakeholder dalam upaya capai tujuan bersama, selain dari padaitu juga
dengan membangun kepercayaan bisa Menangani perbedaan-perbedaan yang tak
terelakkan dalam sebuah kolaborasi. Jika para pemangku kepentingan bisa
menciptakan rasa saling percaya, maka mekanisme kolaborasi akan bisa dilaksanakan
dengan baik.

Kerja sama sejatinya bukan sekadar negosiasi antar pihak terkait, melainkan
merupakan usaha untuk saling menciptakan kepercayaan antar mereka. Dengan itu,
dalam mekanisme membangun kepercayaan ini, peran pemimpin yang menyadari
pentingnya kolaborasi sangatlah krusial. Sebuah kegiatan bisa dikatakan telah
menjalani mekanisme kolaborasi dalam tahap pembentukan kepercayaan apabila ada
komitmen jangka panjang yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat,
yang tercermin dari kesediaan mereka untuk menyumbangkan waktu, tenaga, bahkan
sumber daya demi kelancaran kolaborasi tersebut.

Dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata paralayang wayu penulis melihat
mekanisme membangun kepercayaan antara pemda dengan ibu selvi masih sangat
kurang. Perolehan ini terlihat dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh
penulis terkait dana yang telah disumbangkan objek wisata paralayang wayu lewat
hasil menang lomba di awal tahun 2020 pasca new normal yang diadakan oleh menteri
dalam negeri yang mana lomba dengan kategori kepariwisataan tersebut diikuti oleh
pemda Sigi dengan mengangkat serta memperkenalkan kepariwisataan wayu.

Berdasarkan hasil wawancara Tindakan yang diambil terhadap pihak-pihak
yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi pengelola objek wisata paralayang wayu .
kurangnya trust disebabkan oleh kurang terbukanya stakeholder dari pihak pemerintah
terhadap stakeholder dari non-pemerintah Dalam hal ini, ibu Selvi seharusnya punya
kesempatan untuk berpartisipasi dalam memikirkan dan mengusulkan alokasi dana
dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu. Serta masih kurangnya pelaporan
dana secara tertulis oleh pengelola pada pemda dinas pariwisata Sigi.
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3.Commitment to Process ( Komitmen dalam Mekanisme )

Komitmen terhadap mekanisme ialah kesepakatan untuk menjalankan
langkah-langkah tertentu demi capai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Berbagi
komitmen menandakan adanya ketergantungan timbal balik dalam mengatasi
problem serta temukan pemecahan, dengan pemahaman bahwa mekanisme tersebut
ialah tanggung jawab kolektif, serta keterbukaan untuk peroleh keuntungan bersama
(Yasintha, 2020).

Komitmen merupakan sebuah rasa tanggungjawab yang muncul dari tiap
pihak yang terlibat serta punya motivasi untuk ikut berpartisipasi dan melaksanakan
kewajibannya dalam Collaborative governance (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).
Tingkat komitmen stakeholder dalam Kerja sama memegang peran krusial dalam
menentukan suatu pencapaian atau kegagalan, di mana dedikasi dari setiap anggota
menjadi elemen kunci yang mendukung keberhasilan mekanisme kerja sama tersebut.
Kesediaan untuk menghargai hasil diskusi bersama ialah langkah awal yang penting
dalam menjalin mekanisme kolaborasi yang efektif.

Tidak sulit untuk pahami mengapa membangun kepercayaan menjadi aspek
krusial dalam kolaborasi. Kepercayaan menjadi fondasi di mana komitmen bisa
tumbuh, sebab setiap pihak perlu yakin bahwa perspektif dan kepentingan bersama
akan dihormati (Haris & Hidayat, 2022). Selain itu, prosedur yang transparan, adil,
dan terstruktur berperan besar dalam membangun keyakinan ini. Sebelum terlibat
dalam suatu mekanisme yang hasilnya mungkin tidak terduga, para pemangku
kepentingan perlu memastikan bahwa musyawarah dan negosiasi dijalankan dengan
prinsip kejujuran dan integritas. Seiring dengan meningkatnya partisipasi, rasa
kepemilikan serta komitmen pun akan semakin kuat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa komitmen
yang ada masih tergolong kurang terhadap mekanisme dari pengelola pokdarwis
Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sehingga berpengaruh terhadap
mekanisme kolaborasi antara pemerintah daerah dan pokdarwis yang menjadi tidak
maksimal. Serta kurangnya inisiatif dan inovatiif dari pokdarwis yang membuat
wisatawan atau pengunjung tidak punya kesan dan kenangan selain dari
pemandangan paralayang itu sendiri.

4.Share Understanding (Berbagi Pemahaman)

Saling berbagi pemahaman bisa berupa ekspansi pengetahuan, pemikiran atau
opini untuk peroleh tujuan yang ingin dicapai serta berupaya untuk mewujudkannya.
Selain itu juga bisa digambarkan dengan pemecahan problem yang ada dengan
mencari pemecahan bersama. Saling berbagi pemahaman ialah Setiap pihak berusaha
keras untuk mewujudkan tujuan dan visi misi yang telah disepakati bersama, namun

tidak hanya itu tetapi juga mencari pemecahan atas suatu problem yang ada (Putri et
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al., 2024).

Dari beberapa keterangan yang diperoleh menunjukan share understanding
sudah terlaksana dengan baik. Dalam hal ini antara pemerintah daerah dan pokdarwis
serta warga sekitar saling berbagi pemahaman Untuk temukan jalan keluar dari
berbagai problem yang dihadapi.

5.Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Kolaborasi pada tahap hasil sementara mencakup produk yang dihasilkan dari
aktivitas bersama, yang bisa dianggap konkret jika ada indikasi keberhasilan dalam
kolaborasi tersebut. Meskipun output yang dihasilkan bisa terlihat nyata, esensi dari
outcomes tersebut ialah untuk menciptakan momentum yang mengarah pada
keberhasilan kolaborasi. Mekanisme ini tidak bisa dianggap sebagai hasil akhir yang
final, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar.

Dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata paralayang wayu telah berhasil
membangun beberapa fasilitas diarea paralayang sekalipun masih kurang di
maksimalkan penggunaannya. Dalam taraf pelayanan tingkat kepuasan dari
pengunjung pun bisa dikatakan belum terpenuhi. Sedangkan dampak bagi warga
sekitar yaitu telah mendorong adanya usaha mikro , serta mengurangi angka
pengangguran.

Adapun hasil sementara yang penulis ketahui yaitu berpindahnya paralayang
yang tadinya di Wayu sekarang di bukit salena, alasan berpindahnya di karenakan
jarak waktu menuju ke paralayang Wayu ( atau di sebut paralayang matantimali )
lebih menempuh waktu yang cukup lama, dan biaya yang di tarifkan untuk naik
paralayang tersebut capai 100rb- 500rb. Untuk destinasi paralayang Wayu tersebut itu
bisa dikatakan bahwa hari senin- jumat itu pengunjungnya sangat sedikit, maka bisa
di bilang potensi penghasilan dari atlet paralayang itu sama sekali tidak ada. Jika
dilihat dari bukit salena tersendiri akses menuju ke puncak itu jauh lebih cepat jarak
tempuhnya di banding ke paralayang Wayu. Pada saat penulis datang ke salena pun
itu hari senin — minggu pun lebih ramai dan ada selalu pengunjungnya. Maka bisa
dilihat potensi untuk naik paralayang cukup besar.

Discussion / Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu
di Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, masih menghadapi banyak masalah
yang membuat tata kelola belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi
dan wawancara, kerja sama antara Dinas Pariwisata Sigi, Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) Indah Wayu, dan masyarakat sekitar belum berjalan lancar. Salah satu
masalah besar adalah kurangnya komunikasi yang teratur dan tidak adanya jadwal
pertemuan yang tetap. Meskipun pihak-pihak terkait sudah mengadakan dialog tatap

muka, pertemuan tersebut jarang didokumentasikan, sehingga sulituntuk
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mengevaluasi dan memperbaiki rencana yang sudah dibuat.

Selain itu, membangun kepercayaan antara pihak pemerintah, pengelola, dan
masyarakat juga belum berhasil sepenuhnya. Ketidakjelasan dalam pelaporan
penggunaan dana, khususnya dana promosi wisata, membuat masyarakat merasa
tidak dilibatkan dengan baik. Hal ini menurunkan rasa percaya dan tanggung jawab
bersama dalam mengelola wisata. Komitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan
juga masih kurang terlihat. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur seperti jalan
masuk ke area paralayang belum selesai, dan gedung cenderamata yang sudah
dibangun mengalami kerusakan karena tidak dirawat dengan baik. Fasilitas lain
seperti tempat duduk dan kamar mandi juga belum memadai, yang menyebabkan
wisatawan merasa kurang nyaman.

Namun demikian, jumlah pengunjung Paralayang Wayu terus mengalami
perubahan setiap tahun, dengan peningkatan pada waktu-waktu tertentu. Wisata ini
tetap menarik perhatian banyak wisatawan lokal dan mancanegara karena keindahan
pemandangan dan kegiatan paralayang yang ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa
potensi wisata Paralayang Wayu masih sangat besar. Jika komunikasi dan kerja sama
diperbaiki, transparansi dalam pengelolaan ditingkatkan, dan pengelolaan fasilitas
dilakukan dengan lebih baik, tempat ini bisa menjadi destinasi unggulan yang lebih
berkembang dan membawa manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat sekitar.

Conclusion / Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme collaborative governance dalam
pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu telah terlaksana sebagian, terutama dalam
aspek dialog tatap muka dan berbagi pemahaman antar stakeholder. Pertemuan rutin
telah terjalin dengan baik, dan fasilitas di destinasi wisata sudah terpenuhi. Namun,
aspek yang belum terlaksana dengan baik adalah membangun kepercayaan dan
komitmen antar pemda Dinas Pariwisata Sigi dengan Pokdarwis. Kurangnya
keterbukaan terkait dana dan transparansi, serta kesadaran akan kewajiban dan
tanggung jawab Pokdarwis, menjadi kendala. Secara keseluruhan, meskipun ada kerja
sama antara Dinas Pariwisata dan tim Sadar Wisata Indah Wayu, hasil yang
diinginkan belum tercapai secara optimal.
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